
PERUBAHAN

PENJABARAN

Menimbang :

l\flengingat

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 22 TAHUN 2OO8

TENTANG
ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 4 TAHUN 2OO8 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATFN

PATI TAHUN ANGGARAN 2OO8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Dinas Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pati, Dinas

Kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Pati dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati rahun

Anggaran 2008 terjadi penggeseran anggaran ;

b. bahwa berdasarkan pasal 160 Peraturan Menteri dalam Negeri

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

penggeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peratiiran

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beranja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan program dan

kegiatan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b

menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang perubahan penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten pati 
;

. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1g50 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah ( Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 1950 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyerenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisnre

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun lggg Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851 ) ;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20A4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa38);

4.

5.

6.

8.

9.



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 fahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

16" Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik lndcnesia Tahun 2c05

Namor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomsr 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor ailQ;

13.



Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia

Nomor 4738 ) ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23 ) ',

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pati Tahun

Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun Z00B

Nomor 2 ) ;

Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2008 tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pati rahun

Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Kabupaten pati rahun 2009

Nomor 17 ) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN .

: PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2OOB TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran ll Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2008 tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 pada

SKPD Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pati, Sekretariat

Daerah Kabupaten Pati, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan l\liasyarakat dan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati diubah menjadi sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

18.

19.

24.

21.

22.



Pasal ll

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal I 46.15{ri3 %eB

BUPATI PATI,

/
*

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 8 neo*os zd

SEKRETARIS

MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2OO8 NOMOR e9
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